dua aspek yang berkontestasi, yaitu kontestasi nilai (nilai efisiensi) dan kontestasi
pengetahuan (nilai budaya lokal). Nilai budaya lokal berupa sistem ceblokan masih
dipertahankan oleh petani, modernisasi yang dihantarkan oleh pemerintah belum
mampu menggantikan sistem tradisional. Dalam rangka meningktkan fungsi R-O-
N pengelolaan bantuan alat dan mesin pertanian dari dana pusat dan dana
aspirasi, pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga legislatif (anggota komisi IV
DPR-RI) perlu merumuskan model perencanaan dan pengelolaan bantuan secara
tepat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bantuan yang diberikan
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani, termasuk mensinergikan budaya
kearifan lokal yang tetap mementingkan penyerapan tenaga kerja di perdesaan

melalui sistem ceblokan.
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BAB V PEMBAHASAN UMUM

Penelitian ini secara keseluruhan berfokus pada dinamika relasi aktor dalam
keterkaitan perencanaan pembangunan nasional (Kementerian) dengan daerah
(kabupaten) pada sektor pertanian yang dilihat dari level makro, messo, dan mikro.
Pada level makro, penelitian ini mencoba menganalisis konsistensi perencanaan
nasional dan daerah baik antar dokumen maupun implementasi. Pada level
messo, peneliti memetakan dan menganalisis peran, pengaruh, dan kekuasaan
antar aktor atau stakeholder dalam proses perencanaan bantuan pemerintah dari
pusat ke daerah. Selanjutnya pada level messo, peneliti melihat sistem
pengelolaan bantuan (delivery dan receiving mechanism) dari sumberdaya yang
diberikan oleh pemerintah kepada petani.

Tujuan pertama (1) penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Rencana
Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Dinas
Pertanian Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis Dinas
Pertanian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2024, terdapat program-
program yang konsisten dan inkonsisten antara dokumen maupun implementasi.
Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Kementerian Pertanian dengan
Kabupaten Indramayu mencapai 87,68% dan dengan Lampung Selatan 95,81%.
Pada sisi konsistensi antara dokumen dan implementasi di lapangan, Kabupaten
Lampung Selatan memiliki program/kegiatan yang lebih terintegrasi dengan
program Kementerian Pertanian dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu.
Terdapat 5 (lima) faktor utama penyebab inkonsistensi, yaitu kebijakan kepala
daerah dan aktor yang terlibat, force majeure, prioritas pembangunan, distorsi
komunikasi, dan dukungan partai politik. Beberapa temuan penelitian ini relevan
dengan penelitian Putra & Hempri (2018) bahwa faktor kepemimpinan kepala
daerah berpengaruh kuat terhadap perencanaan dan implementasi, adanya faktor
politik (Abdullah, 2017) dalam bentuk intervensi juga dapat menyebabkan
inkonsistensi (Wasana & Halim, 2018). Sedangkan Silalahi & Ginting (2020)
berpendapat bahwa faktor force mejoure pada kondisi mendesak seperti pandemi
Covid-19 mempengaruhi strategi kebijakan fiskal dalam pelaksanaan program
nasional.

Oleh karena itu, salah satu strategi peningkatan konsistensi perencanaan
nasional dan daerah adalah dengan mengembangkan model perencanaan

kolaboratif dengan melibatkan para aktor pada penyusunan skala prioritas
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perencanaan pembangunan berbasis elektronik dan penguatan kapasitas
perencana daerah. Fokus perencanaan kolaboratif terletak pada aktivitas
pengambilan keputusan melalui musyawarah (SetAlA, 2017); penggunaan ide-ide
untuk menganalisis dan mempertimbangkan saran dari para pemangku
kepentingan disertai komunikasi yang rasional (Goodspeed, 2016). Keberhasilan
sebuah rencana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kekuatan
manajemen, kolaborasi stakeholder (Healey, 2020; Wamsler, 2017) dan
keterlibatan aktor dalam proses pengambilan keputusan (Marques et al., 2020;
Jiang & Ritchie, 2017). Aktor merupakan individu atau kelompok yang memiliki
jaringan kekuasaan, serta memiliki suatu kepentingan tertentu (Krot, 2005; Sahide
et al., 2016) yang saling berinteraksi dalam sebuah “arena” (Kainimei et al., 2020).
Pada praktinya, aktor memiliki kecenderungan dengan kepentingan pribadinya,
sehingga ia mencari berbagai cara yang lebih efisien untuk mengakomodasi
kepentingan mereka meskipun ada kendala yang dihadapi (Mukherjee, 2020)
seperti kepentingan atau relasi dari aktor lain (Vasstram & Normann, 2019).
Keterbatasan penelitian lain yang hanya mengkaji peran dan relasi aktor,
mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dinamika relasi aktor
dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah yang perlu diidentifikasi dari
berbagai aspek dan dipetakan dengan baik agar tujuan dari perencanaan strategis
dapat terelisasikan. Mengingat nilai konsistensi perencanaan di Kabupaten
Indramayu yang masih jauh dari ekspektasi, maka tujuan penelitian kedua (2)
difokuskan untuk menganalisis dinamika relasi aktor mencakup peran (role),
kepentingan (interest), dan kuasa/pengaruh (power) dalam Kketerkaitan
perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian khususnya pada
pemberian dan penerimaan bantuan pemerintah berupa alat mesin pertanian di
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Tujuan kedua (2) penelitian ini menemukan bahwa dinamika relasi aktor
yang terjadi pada perencanaan pemberian bantuan pemerintah di sektor pertanian
melalui dana aspirasi, dana pusat, dan dana tugas pembantuan di Kabupaten
Indramayu sangat dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa
stakeholder memiliki peran, kepentingan, dan kekuasaan yang mempengaruhi
keberhasilan perencanaan nasional dan daerah. Stakeholder yang memegang
peran kunci dalam proses pemberian bantuan dari dari dana aspirasi adalah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Kelompok Tani dan Kelompok

Tani/Gapoktan, dari dana tugas pembantuan adalah Bupati/Walikota dan Dinas
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Pertanian Kabupaten, dan dari dana pusat adalah Direktorat Teknis Kementerian
Pertanian, Bupati/Walikota, Dinas Pertanian Kabupaten dan Kelompok
Tani/Gapoktan. Temuan fakta di lapangan menunjukkan bahwa masing-masing
stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya kepentingan dari aktor-
aktor lintas instansi seperti Kementerian Pertanian, Anggota Dewan Komisi IV
DPR-RI, Dinas Daerah, LSM, dan lembaga local (Gapoktan/Poktan) menyebabkan
aturan-aturan standar yang dijalankan tidak dapat diterapkan dengan baik.

Proses penentuan bantuan kepada petani sangat dipengaruhi oleh aktor
yang memiliki kekuatan regulasi, sumber informasi dan pendanaan. Sebagaimana
yang dijelaskan oleh Howell & Wilson (2019) bahwa aktor-aktor tersebut hadir
dengan membawa sumber dayanya masing-masing, saling berkolaborasi dengan
beragam sumber daya mencakup pendanaan, kekuatan regulasi dan sumber
informasi. Kekuatan regulasi dan pendanaan yang dimiliki oleh anggota dewan
digunakan untuk mengakomodir berbagai bantuan mencerminkan satu dari tiga
elemen pada relasi kuasa yang disebutkan dalam penelitian Krott (2005) berupa
Incentives (bantuan akomodasi) yang diberikan kepada aktor lain untuk menarik
simpati publik. Strategi inilah yang digunakan oleh aktor yang memiliki
ketergantungan terhadap kepentingan pribadi/golongan dalam situasi tersebut
kemudian cenderung digunakan aktor dengan menemukan cara yang lebih efisien
untuk mengakomodasi kepentingan mereka (Teo, 2021).

Peneliti menemukan bahwa proses pemberian dan penerimaan bantuan
alsintan melalui dana pusat dan dana tugas pembantuan relatif lebih panjang
dibandingkan melalui dana aspirasi. Padahal, peran dan kekuasaan yang
diberikan ke Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana tingkat daerah
seharusnya memberikan kemudahan pada akses pelayanan. Hal ini menunjukkan
bahwa betapa kompleksnya praktek kekuasaan dan kontestasi sumberdaya dalam
birokrasi akan berpengaruh dalam implementasi (Jacobs & Baez, 2020).
Rangkaian permasalahan lain yang ditemukan di lapangan yaitu pemberian
bantuan alsintan: (1) kurang memperhatikan kebutuhan alsintan pada target lokasi
yang akan menjadi penerima bantuan; (2) bersifat mendadak sehingga tidak
mendasarkan pada kebutuhan petani secara luas; (3) kurang melibatkan aktor
kelembagaan di tingkat lokasi program; dan (4) tidak mendukung peningkatan
efisiensi usahatani yang dilakukan petani. Oleh karena itu, tujuan ketiga (3) dalam
penelitian ini untuk menganalisis delivery yang dilakukan oleh lembaga luar

(pemerintah) dan receiving mechanism yang diterima oleh local community
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(lembaga petani) berupa Resources (R), Organization (O), dan Norms/aturan (N)
dalam pengalokasian bantuan alat dan mesin pertanian khususnya mesin
transplanter dan combine harvester kepada petani.

Tujuan ketiga (3) penelitian ini menunjukkan bahwa R-O yang di delivery
oleh pihak luar dan local community dari bantuan pemerintah yang bersumber dari
dana pusat sudah cukup efektif, namun N baik lembaga luar dan local community
belum efektif. Sedangkan bantuan dari dana aspirasi, R-O lembaga luar cukup
efektif namun N banyak yang tidak diterapkan, sedangkan pada local community,
baik R-O-N belum efektif dan cenderung tidak berlaku. Pada pengelolaan bantuan
dari dana tugas pembantuan, R-O-N yang dijalankan oleh lembaga luar dan local
community berfungsi dengan efektif. Terdapat dua aspek yang berkontestasi
dalam pengelolaan bantuan pemerintah yang di delivery oleh lembaga luar ke local
community, yaitu kontestasi nilai (nilai efisiensi) dan kontestasi pengetahuan (nilai
budaya lokal).

Pada nilai efisiensi, rogram bantuan alsintan sebenarnya ingin
menghantarkan pertanian “subsistence” ke pertanian “transisi” menuju ke
modernisasi dan mempersiapkan para petani untuk hidup di masa akan datang.
Dengan bantuan alsintan diharapkan efisiensi (pengurangan biaya produksi) dapat
ditekan dan produktivitas penggunaan sumberdaya dapat ditingkatkan, serta
aktivitas pertanian dapat diselesaikan dengan lebih tepat waktu, sehingga mampu
meningkatkan pendapatan petani/rumah tangga petani.

Namun demikian, nilai efisiensi yang di inginkan oleh para perencana belum
bisa sepenuhnya dilaksanakan. Nilai budaya lokal berupa sistem ceblokan masih
dipertahankan oleh petani, modernisasi (transplanter dan combine harvester) yang
dihantarkan oleh pemerintah belum mampu menggantikan sistem tradisional.
Petani beranggapan bahwa penggunaan alat tersebut menggeser peran tenaga
kerja yang awalnya melakukan sistem ceblokan beralih ke sistem upah. Hal ini
berpengaruh pada pendapatan tenaga kerja usahatani yang diperoleh. Sistem
ceblokan merupakan sistem pengelolaan usahatani yang turun-temurun
diwariskan dan sudah tradisi yang melekat di masyarakat, yang tidak terpengaruh

dengan sistem pertanian modern.
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ABSTRAKSI /ULASAN TEORITIS

Persoalan utama studi ini adalah fenomena perencanaan dalam diskursus
pembangunan, relasi kuasa, dan perubahan sosial sebagai implikasi dari
pembangunan yang terjadi pada sektor pertanian. Secara komprehensif, ketiga

pokok bahasan tersebut diulas dalam beberapa topik catatan sebagai berikut:

[1] Perencanaan dalam Diskursus Pembangunan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam awal tulisan ini, bahwa pembangunan
terkait dengan tiga aspek, yaitu perubahan (change), pertumbuhan (growth), dan
peningkatan (improvement). Oleh karena itu, pada dasarnya pembangunan
merupakan perubahan yang di intervensi dan proses intervensi dari ketiga aspek
itulah yang pada negara berkembang seperti Indonesia dipahami sebagai
perencanaan.

Perencanaan pada konteks nasional dan daerah dalam studi ini dihadapkan
pada problem mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan dapat
menginformasikan aksi-aksi publik agar perubahan yang berlangsung sesuai
dengan tujuan bersama. Proses perencanaan yang terjadi pada sektor pertanian
ini dilakukan melalui dua arah, pertama arahan pemerintah terhadap sistem petani
atau societal guidance yang mengarahkan perubahan dari atas ke bawah (top-
down), dari negara ke Masyarakat, dari nasional ke daerah (salah satunya
diimplementasikan melalui alokasi dana pusat dan/atau dana aspirasi) dan
dorongan transformasi berupa partisipasi petani atau social transformation yang
mengarahkan perubahan dari bawah ke atas (bottom-up), dari rakyat ke
pemerintah, dari daerah ke nasional (misalnya melalui alokasi dana tugas
pembantuan), yang pada akhirnya saling interaksi antara dua arah ini berimplikasi
terhadap kompleksitas perencanaan nasional dan daerah itu sendiri.

Kompleksitas perencanaan dipengaruhi oleh dialektika aktor yang muncul
dari banyaknya kepentingan, pengaruh, dan kuasa para pembawa rencana untuk
diaplikasikan pada ranah publik dengan berbagai sumberdaya/capital yang akan
dihantarkan, sehingga kita bisa melihat terkadang satu jenis perencanaan lebih
dominan dengan perencanaan lainnya.

1. Perencanaan dalam kasus perencanaan nasional dan daerah pada sektor
pertananian dijadikan sebagai arena bagi aktor yang berkompetisi untuk

memperebutkan capital
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Banyaknya aktor yang terlibat dalam proses perencanaan pada sektor
pertanian baik pada level nasional (Presiden, Bappenas, Komisi IV DPR-RI,
Kementerian Pertanian) maupun level daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Dinas
Pertanian, maupun masyarakat petani, dan stakeholder terkait) membuat dinamika
perubahan dalam kerangka pembangunan pertanian menjadi lebih kompleks.
Masing-masing aktor merasa memiliki kontribusi dari sumberdaya yang akan
diberikan, alhasil perencanaan dijadikan sebagai sebuah arena untuk
memperebutkan capital, baik capital ekonomi, simbolik, sosial, maupun budaya.
Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda terhadap capital yang
dihantarkan, namun pengaruh dan kuasa aktor-lah yang menentukan kemana
sumberdaya itu akan diberikan.

Pada kasus dana aspirasi misalnya, anggota DPR-RI memiliki pengaruh dan
power sangat besar baik dalam alokasi anggaran, lokasi yang dipilih, maupun
pada kelompok tani dan petani sebagai subjek penerima, yang pada akhirnya
merupakan preferensi politik untuk memperluas pengaruh demi mendapatkan
suara atau kekuasaan dari anggota dewan itu sendiri. Habitus anggota DPR-RI
dipengaruhi oleh cara berfikir membangun pengaruh, oleh karenanya, mereka
menggunakan capital ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik yang ada diseluruh
perangkat yang ada untuk membangun kuasa simbolik. Sedangkan pemerintah
dipengaruhi cara berfikir sebagai birokrat untuk membangun daerah, sehingga
lebih focus menggunakan capital ekonomi untuk membawa kemakmuran
Masyarakat. Intinya, masing-masing aktor membawa habitus yang berbeda-beda

yang berimplikasi terhadap kuasa yang akan dibangun.

2. Sedemokratis apapun konsep perencanaan yang dibuat, selalu ada bias
dalam membuat formulasi perencanaan dan kebijakan, yang pada akhirnya
hasil perencanaan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari elite-
elite yang berkontestasi. Prinsip dasarnya, karena setiap elite ingin

mempertahankan status quo maka kebijakannya bersifat konservatif.

Bourdieu (1977) meyakini bahwa capital/modal dipandang sebagai basis
dominasi dan legitimasi. Modal simbolik merupakan modal yang dapat ditukar dan
membawa posisi pada kekuasaan, yakni kekuasaan untuk merepresentasikan
dunia sosial yang legitimit. Mereka yang menguasai kekempat modal tersebut

dalam jumlah yang besar akan memperoleh kekuasaan yang besar pula. Dengan
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demikian, modal harus ada dalam sebuah arena agar arena memiliki daya yang
memberikan arti. Winata (2020) menyatakan bahwa seseorang yang menguasai
capital dengan habitus yang memadai akan menguasai arena dan memenangkan
pertarungan sosial karena di dalam arena selalu ada pertarungan sosial. Oleh
karenanya, dalam setiap perencanaan yang dilakukan terdapat 2 (dua) kelompok
yaitu pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki kekuasaan atau
massa. Sedemokratis apapun konsep perencanaan yang dibuat, selalu ada bias
dalam membuat formulasi perencanaan dan kebijakan, yang pada akhirnya hasil
perencanaan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari elite-elite yang
berkontestasi. Prinsip dasarnya, karena setiap elite ingin tetap mempertahankan
keadaan yang sedang berlangsung maka kebijakannya cenderug tidak
mengingikan perubahan, artinya demi tujuan perencanaan pembangunan para
elite sejatinya tidaklah selalu mementingkan kepentingan masyarakat (not will to

improve).

[2] Relasi Kuasa dalam Perencanaan Nasional dan Daerah

Kekuasaan yang dimiliki oleh aktor dalam perencanaan nasional dan daerah
sejatinya terletak pada satu dimensi dengan relasi, dimana ada relasi maka disitu
ada kekuasaan. Sebagian besar penelitian terkait dengan resources (sumberdaya)
saat ini masih melihat bahwa kekuasaan pemerintah sebagai kekuatan negara
yang bekerja secara memaksa tanpa melihat kekuasaan lain yang memanfaatkan
sumberdaya tersebut. Foucault (1990) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak di
miliki oleh satu entitas tertentu, kekuasaan muncul dari relasi yang terjalin antar
berbagai kekuatan yang ada, oleh karena itu, kekuasaan pada hakekatnya adalah
relasi yang terjalin antar pelaku dan peran dari institusi yang menjalankan fungsi
tertentu. Dengan kata lain, kekuasaan ada dimana-mana, tidak dibatasi oleh
pemimpin saja, dan setiap individu memiliki kekuasaan dalam perencanaan

pembangunan.

3. Untuk mempermudah proses penyaluran sumberdaya dari nasional ke
daerah, relasi informal dibentuk untuk menyelesaikan keterbatasan

komunikasi di lapangan

Pada praktek pengelolaan sumber daya, Nurhayati et al (2013) membagi
relasi aktor kedalam 2 jenis, yaitu relasi formal dan/atau prosedural dan relasi

informal. Relasi formal terjadi ketika terdapat aturan-aturan yang jelas dan
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transparan dalam berinteraksi, dan relasi ini terjadi dalam konteks kelembagaan
formal mulai dari Komisi IV DPR-RI, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian
Daerah, dan Local community. Sedangkan relasi informal terjalin ketika ada ruang-
ruang interaksi dalam suatu struktur sosial masyarakat yang tidak dapat dijangkau
oleh aturan yang formal. Adanya Koordinator Lapangan (Korlap) di Kabupaten
Lampung Selatan dan Tenaga Ahli Lapangan di Kabupaten Indramayu yang
dibentuk oleh anggota dewan di lapangan merupakah salah satu contoh dari
penerapan relasi informal yang dibentuk untuk menyelesaikan keterbatasan
komunikasi. Bukan hanya itu saja, praktek pengusulan bantuan melalui teks sosial
media (whatsapp), komunikasi langsung (telp) atau silaturohmi menjadi ajang
komunikasi informal digunakan untuk mengatasi situasi yang rigid dan prosedural
yang oleh J Risma (2016) disebut sebagai “relasi lainnya yang bekerja”.

4. Kepentingan/interest aktor yang mewakili entitas lokal dengan power yang
kuat mampu mengubah personal interest menjadi kebijakan nasional

(personal interest for national policy)

Masing-masing aktor memiliki tingkat kepentingan dalam memperjuangan
wacana dari sumberdaya yang akan dihantarkan, namun hanya aktor yang
memiliki kuasa yang besar yang mampu memenangkanya. Pada kasus pemberian
alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lampung misalnya, aktor SD (59 tahun)
bahkan mampu mewacanakan penambahan jumlah alokasi bantuan alat dan
mesin pertanian untuk wilayahnya, dan bahkan yang awalnya hanya untuk local
menjadi kebijakan penambahan alokasi skala nasional. Artinya, kepentingan aktor
yang mewakili entitas local dengan kuasa yang dimiliki mampu merubah personal

interest menjadi national policy.

Sebelum pola politik relasi dibangun, dipetakan interaksi antar aktor untuk
mengetahui perbedaan posisi masing-masing aktor dalam sebuah jaringan yang
disebut interpersonal interaksi. Adanya konsep bahwa pemerintah hanya sebagai
pembuat kebijakan dan masyarakat serta swasta sebagai pelaksana kebijakan
muncul pemikiran tentang model pelengkap antara politik dan administrasi. Model
ini menggambarkan interaksi dimana aktor yang berperan dalam politik dan
administrator saling mempengaruhi secara setara. Administrator berperan dalam
pembuatan dan persiapan pelaksanaan kebijakan sedangkan aktor/ pejabat politik

yang mengawasi pelaksanaan kebijakan dan melakukan evaluasi.
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5. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan dan kekuasaan selalu
teraktualisasi lewat pengetahuan, karena pengetahuan selalu punya efek
kuasa. Masing-masing aktor dengan pengaruh dan kepentinganya
membentuk relasi kuasa, yang memiliki 4 (empat pola), yaitu persuasif,
konflik, kolaborasi, dan perlawanan yang masing-masing dapat
dianeksasikan kedalam 4 kuasa, yaitu kuasa negara (state authority),
kuasa local (local authority), kuasa Komprador (compradors authority), dan

kuasa masyarakat petani (civil society).

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka
politik relasi antar aktor dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu
kelas makro, messo, dan mikro. Kelas makro atau pusat merupakan politik relasi
antar aktor dalam kancah nasional meliputi Presiden/Wapres/Menko, Bappenas,
Kementerian Pertanian, Komisi IV-DPR RI, Kelompok Swasta seperti Organisasi
Nasional. Kelas messo merupakan politik relasi antar aktor antara Dinas Pertanian
Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, Sekretariat Daerah Kabupaten, LSM, dan
Tenaga Ahli Anggota Komisi IV DPR RI. Sedangkan pada kelas mikro
menghubungkan antara gabungan kelompok tani, petani, UPJA, Koordinator

Lapangan/Korlap atau Tenaga Ahli Anggota DPR RI.

Sumberdaya

Komisi IV- DPR-RI

N

. B ———————
Presiden/Wapres/ . Kementerian  ____________
Menko, Elit politik Pertanian
U Keterangan:

lf = Komando
1

Organisasi Kelompok
Nasional

Gambar 20 Politik Relasi Aktor Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Level
Makro

==p Koordinasi

Sumber: Analisis Hasil Lapangan (Peneliti, 2022)
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Bappenas membawa sumberdaya dan diberikan kepada Kementerian
Pertanian. Kementerian Pertanian selaku focal point menterjemahkan
sumberdaya kedalam beberapa pos anggaran baik dana pusat yang dikelola oleh
direktorat jenderal teknis (pos anggaran ini digunakan untuk mensukseskan
program/kegiatan Kementerian Pertanian maupun diskresi pimpinan/elit politik,
serta mengakomodasi  kepentingan  dari  lembaga/kelompok  sosial
agama/massa/adat/dll), dana tugas pembantuan (dan sebagian dana
dekonsentrasi untuk pelatihan) yang diserahkan kepada pemerintah daerah, serta
dana aspirasi untuk mengakomodir kepentingan partai politik.

Sumberdaya
Dinas Pe_rta_nian TA/Korlap
Provinsi

. . tm——————————
Sekretariat Daerah v— Dinas Pertanian ¥ ____________
Kabupaten Kabupaten

W

Keterangan:
= Komando

==p Koordinasi

Gambar 21 Politik Relasi Aktor Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Level
Messo
Sumber: Analisis Hasil Lapangan (Peneliti, 2022)

Pemerintah mendelivery sumberdaya (kasus alat dan mesin alsintan)
kepada Dinas Pertanian Provinsi untuk mendapatkan verifikasi berkas, setelah itu
dilanjutkan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Dinas Pertanian Kabupaten
selanjutnya mengatur mekanisme pemberian bantuan dengan internal dengan
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), Koordinator Penyuluh dan Penyuluh.
Dalam hal bantuan yang bersumber dari dana aspirasi, Dinas Pertanian
Kabupaten bersama penyuluh lapangan berkoordinasi terkait calon penerima

bantuan.
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Sumberdaya

3 TA/Korlap

Keterangan:
—p Komando

==p Koordinasi

Gambar 22 Politik Relasi Aktor Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Level
Mikro
Sumber: Analisis Hasil Lapangan (Peneliti, 2022)

Pemerintah mendelivery sumberdaya (kasus alat dan mesin alsintan)
kepada Gapoktan/Poktan secara langsung (termasuk bantuan dari dana aspirasi
dan anggaran pusat). Pada kasus bantuan dari dana aspirasi, Tenaga Ahli atau
Koordinator Lapangan yang merupakan perpanjangan tangan dari anggota dewan
berkoordinasi dengan Gapoktan/Poktan dan petani dalam proses penyaluran
bantuan agar sesuai dengan yang diinginkan (preferensi suara partai politik
terpenuhi). Bantuan yang diterima selanjutnya dikelola oleh Unit Pelayanan Jasa
Alsintan (UPJA). UPJA mendelivery bantuan kepada petani dengan sistem
perjanjian yang telah disepakati, dengan adanya sistem pengelolaan di UPJA,
maka petani dapat memanfaatkan Alsintan dengan baik, dan LSM atau media
yang selama ini menjadi pemantau independent berkurang perannya dalam

proses perencanaan bantuan pemerintah.

Relasi kuasa diatas menunjukkan pola hubungan antar aktor yang terlibat
didalam perencanaan pembangunan pada sektor pertanian. Hubungan atau relasi
kekuasaan tersebut memiliki pola diantaranya: 1) hubungan kekuasaan yang
berusaha mewujudkan tujuan melalui taktik persuasif untuk mendorong atau
mempengaruhi pihak lain agar menerima tujuan; 2) hubungan kekuasaan yang
memperlihatkan salah satu pihak berusaha mencapai tujuan melalui legitimasi
otoritas yang dimiliki hingga akhirnya melahirkan konflik; 3) hubungan kekuasaan

yang memperlihatkan masing-masing pihak focus untuk mencapai tujuan dengan
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kolaborasi; dan 4) hubungan kekuasaan yang masing-masing pihak saling
berkontestasi untuk mencapai tujuan hingga timbul perlawanan. Secara umum,

relasi-relasi yang muncul diantara para aktor dapat digambarkan sebagai berikut:

Pres/Wapres/Menko, Bappenas, Anggota Dewan, Kel. Agama, Kel. Suku/Adat, LSM,
Kementan, Provinsi, Kabupaten Pengusaha, Korlap/TA

Kenflik-Perlawanan
Kuasa Negara Persuasi-Kolaborasi
State Authority
\ o
E t
Qe,
KUASA PETANI
Civil Authority
3 ¢
Kuasa Loka! Konflik-Perlawanan
Local Authority Persuasi-Kolaborasi

UPTD, Desa

Kuasa Komprador
Compradors Authority

&
€/
&
§
%

Persuasi-Kolaborasi
Konflik-Perlawanan
Persuasi-Kolaborasi

Gambar 23 Kuasa Antar Aktor dalam Kelembagaan Perencanaan Bantuan Pemerintah
pada Sektor Pertanian
Sumber: Analisis Hasil Lapangan (Peneliti, 2022)

Gambar 23. Menunjukkan bahwa didalam bagan tersebut terdapat empat
kuasa untuk memperebutkan sumberdaya yang masing-masing memiliki kuasa
tersendiri, yaitu kuasa negara (state authority) yang diwakili oleh pemerintah pusat
(Pres/Wapres/Kemenko, Bappenas, Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi, dan
Dinas Kabupaten), kuasa local (local authority) yang diwakili UPTD, Kepala Desa,
kuasa masyarakat petani (civil society), dan Kuasa Komprador (compradors
authority) seperti anggota dewan, kelompok agama, kelompok suku/adat, LSM,
pengusaha, koordinator lapangan/ Tenaga Ahli Anggota Dewan. Istilah
compradors awalnya dikenal sebagai perantara (Vitalis R, 1990) yang kemudian
dipakai oleh perusahaan atau perwakilan asing (orang tiongkok) dalam kaitanya
jual beli barang-barang dengan orang-orang pribumi (Constantino V, 2000).
Seiring perkembangan waktu, para komprador menyusup ke pemerintahan,
universitas, perusahaan bisnis (Heartfiled J, 2005), dan bahkan mereka
menginvasi media untuk mempengaruhi opini publik (Gantman ER., Parker M,
2006). Dengan peran, pengaruh, dan kekuasaan yang dimiliki pada proses
pemberian bantuan pemerintah, peneliti memasukkan unsur penting ini dengan
sebutan Compradors Intelektual yang memiliku kuasa (Compradors Authority)

terhadap bantuan yang diberikan.
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Masing-masing aktor memiliki kuasa dalam memperebutkan sumberdaya
atau kapital dalam sebuah panggung arena yang bernama “Perencanaan”.
Konsep kapital yang disebutkan disini tidak dimaknai dalam pengertian sempit,
seperti uang, barang, atau material lain, karena sejatinya kapital merupakan
akumulasi pekerja yang bisa menghasilkan energi dalam kehidupan sosial.
Oleh karena itu, peneliti membagi kapital seperti konsep Bourdieu (1986)
kedalam empat bentuk, yaitu kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya,

dan kapital simbolik (Gambar 24).

Table 24 menunjukkab bahwa kapital ekonomi merupakan kapital paling
penting yang bersifat material seperti uang atau harta benda, yang dalam
penelitian ini adalah Alat dan Mesin Pertanian yang diperebutkan baik pada
level makro, messo, maupun mikro/lapangan maupun aksi kolaborasi dalam
pengalokasian bantuan. Kapital sosial, kapital yang mengedepankan relasi
sosial dalam lingkungan Masyarakat. Pemilik kapital sosial terbesar menurut
Saputro FH (2019) adalah siapapun yang jaringan relasi sosialnya paling luas
di antara yang lain. Oleh karena itu, jenis kapital sosial yang dimaksud disini
adalah jaringan, kepercayaan, nilai, norma, dan kekuatan yang dimiliki oleh
para aktor. Kapital budaya merupakan sumber daya aktual dan potensial yang
dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta
berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuandan perkenalan timbal
balik (dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan
kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif). Contoh dari kapital
budaya yang dibawa oleh agent of change disini adalah budaya ceblokan.
Para perencana Pembangunan berusaha memainkan peran sebagai agen
perubahan atas nama modernisasi untuk mendapatkan dukungan,
kepercayaan, jariangan, kekuatan dari para petani melalui pemberian alat dan
mesin pertanian, sementara petani masih banyak yang mempertahankan
system ini, sehingga terjadi konflik-perlawanan. Sedangkan kapital simbolik
merupakan satu-satunya kapital yang tidak berbentuk, tidak mudah diterima
logika pengetahuan, namun dapat dikonversi menjadi ke tiga kapital yang lain.
Pengakuan simbolik dapat berupa pengakuan dari Masyarakat atas manfaat
yang diterima dari bantuan yang diberikan. Jika pengakuan tersebut
mendapatkan pengaruh yang lebih besar, maka pengaruh tersebut dapat
dikonversi menjadi modal ekonomi (misalnya mendapatkan peluang bisnis

dengan para gapoktan) atau kapital sosial (berupa jaringan pemilih).
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Perolehan kapital bukan merupakan tujuan utama, akan tetapi bisa
bersaing di dalam arena. Bourdieu (1986) memberi makna baru tentang
kapital bukan hanya persoalan ekonomi akan tetapi bagian dari mekanisme
strategi habitus dalam menguasai arena. Kapital yang hanya dimaknai sejauh
kepemilikan ekonomi telah dikembangkan menjadi kapital sosial, kapital

budaya dan kapital simbolik.

LEVEL ARENA PERENCANAAN JENIS KAPITAL AKTOR JENIS KONTESTASI

Wahyudi et af (2022) Bourdieu (1986) Penelitian lapongan (2022) Pawalluri et al, 2021
Antar Anggota Komisi IV «————

/ Kornisi IV-Kementan
“ //”f(’;— NGO-Kementan ————

-
3 — -
3 EKONOMI = Pres/Wapres/Menko- |
& | MAKRO | —— | Alat dan Mesin S Kementan

Pertanian -  —— K/L-Kementan -

Disperta-TA/Korlap -~

------ laringan, Nilal, gispertaflizsf “—1 |  KONFLIK-
isperta- +—
“ SOSIAL « Disperta-Petani - PERLAWANAN
% Kepercayaan, S Disperta- Sekretariat PERSUASI
& Normal, Kekuatan Daerah -
2  MESSO KOLABORASI
o ~ Gapoktan-Penyuluh ]
J Gapoktan-Poktan ]
Gapoktan-Dinas
\ Pertanian
______ BUDAYA Penyuluh-TA/Korlap
/ Tradisi Gapoktan-TA/Korlap ~ +——
c “ Ceblokan Gapoktan-LSM R
% Gapoktan-Lembaga
g | MIKRO Desa
o x
o Peluang laringan Poktan-Petani —
— 4 Bisnis Pemilih : ;
L SIMBOLIK - Petani-Petani -—
— —
Pengakuan- — Petani-Anggota Dewan <+—
Pengaruh Petani-TA/Korlap +—

Gambar 24 Pemetaan Level Arena, Jenis Kapital, Aktor, dan Jenis Kontestasi dalam
Perencanaan

Sumber: Analisis Hasil Lapangan (Peneliti, 2022)
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Tabel 24 Pemetaan Arena, Kapital, dan Kontestasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

No | Level Arena Jenis Kapital Aktor Jenis Bentuk Kegiatan
Perencanaan Kontestasi
1 Makro (Pusat) | Kapital Ekonomi Antar aggota komisi IV | Konflik- Persaingan dalam pengusulan bantuan melalui
DPR-RI Perlawanan | Raker/RDP
Kapital Ekonomi Komisi IV-Kementan Konflik- Persaingan dalam pengusulan bantuan melalui
Perlawanan | Raker/RDP/Kunker/Rakor
Kapital Ekonomi NGO-Kementan Konflik- Persaingan dalam pengusulan bantuan melalui
Perlawanan | Surat/Koordinasi/Kunker
Kapital Ekonomi Pres/Wapres/Menko- Konflik- Persaingan dalam pengusulan bantuan melalui
Kementan Perlawanan | Kunker/Diskresi
Kapital Ekonomi K/L-Kementan Persuasi- Pengalokasian program/kegiatan
Kolaborasi
1 Messo Kapital Ekonomi, | Disperta-TA/Korlap Konflik- Persaingan dalam memperebutkan bantuan,
(Daerah) Sosial Perlawanan | jaringan pengamanan suara pemilih,
kepercayaan, dan kekuatan
Kapital Ekonomi, | Disperta-DPRD Konflik- Persaingan dalam memperebutkan bantuan,
Sosial Perlawanan | jaringan pengamanan suara pemilih, dan
kekuatan
Kapital Ekonomi Disperta-LSM Konflik- Persaingan dalam memperebutkan bantuan
Perlawanan
Kapital Budaya Disperta-Petani Konflik- Persaingan dalam mempertahankan
Perlawanan | tradisi/budaya pertanian tradisional/ ceblokan
Kapital Ekonomi, | Disperta-Setda Persuasi- Kerjasama dalam penetapan alokasi dan lokasi
Sosial Kolaborasi bantuan dan menguatkan jaringan,
kepercayaan, dan kekuatan petani
Mikro Kapital Sosial Gapoktan-Penyuluh Konflik- Persaingan dalam pengalokasikan bantuan dan
(Lapangan) Perlawanan | penguatan jaringan
Kapital Sosial Gapoktan-Poktan Konflik- Persaingan dalam penguatan jaringan sosial
Perlawanan | untuk mendapatkan nilai dan kepercayaan
Kapital Ekonomi, | Gapoktan-Dinas Konflik- Persaingan dalam pengalokasian bantuan dan
Sosial Pertanian Perlawanan | penguatan jariangan petani
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No | Level Arena Jenis Kapital Aktor Jenis Bentuk Kegiatan
Perencanaan Kontestasi
Kapital Sosial Penyuluh-TA/Korlap Konflik- Konflik dalam mempertahankan nilai, norma,
Perlawanan | dan kepercayaan yang dibawa dari petani
Kapital Sosial Gapoktan-TA/Korlap Konflik- Koflik dalam memperebutkan jaringan dan
Perlawanan | kepercayaan petani
Kapital Ekonomi Gapoktan-LSM Konflik- Konflik dalam pengalokasian bantuan
Perlawanan
Kapital Sosial Gapoktan-Lembaga Konflik- Konflik dalam penguatan jariangan dan
Desa Perlawanan | kekuatan
Kapital Ekonomi Poktan-Petani Konflik- Konflik dalam perebutan bantuan
Perlawanan
Kapital Ekonomi Petani-Petani Konflik- Konflik dalam perebutan bantuan
Perlawanan
Kapital Simbolik, | Petani-Anggota Dewan | Persuasi- Kolaborasi dalam penguatan jaringan dan,
Ekonomi Kolaborasi kekuatan, dan peluang bisnis/penambahan
jaringan pemilih
Kapital Budaya Petani-TA/Korlap Konflik- Konflik dalam mempertahankan tradisi/nilai
Perlawanan | budaya lokal
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Pengelolaan sumberdaya/resources bantuan pemerintah pada sektor
pertanian (dalam hal ini studi kasus bantuan alat dan mesin pertanian) selalu
diwarnai relasi kuasa yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas. Pada
praktek tersebut, masing-masing aktor dengan peran dan kepentinganya
membentuk relasi antar pihak yang pada akhirnya melahirkan konflik, perlawanan,
persuasi, dan kolaborasi. Pola relasi kuasa tersebut bekerja dalam ruang-ruang

kepentingan para aktor yang saling berkompetisi.

Beragam pola relasi yang terbentuk dari perencanaan pembangunan pada
sektor pertanian diatas akan memberikan pengaruh terhadap eksistensi
kelembagaan tersebut. Dalam kasus perencanaan bantuan pemerintah yang
dialokasikan kepada petani yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian,
pemerintah provinsi dan kabupaten dengan lembaga lokal, pola relasi yang
terbangun membentuk segitiga persuasi-kolaborasi. Hubungan ini terjalin lantaran
pemerintah mendengar apa yang dibutuhkan oleh petani dalam rangka
peningkatan produksi komoditas pertanian. Namun demikian, pola tersebut
menjadi semakin rumit tatkala banyak kepentingan yang masuk untuk
memperebutkan sumberdaya yang akan dialokasikan oleh pemerintah. Aktor-
aktor yang memperebutkan tersebut saling berkompetisi hingga menimbulkan
konflik-perlawanan antar akor. Semua aktor mulai dari anggota dewan Komisi IV
DPR-RI, kelompok agama, kelompok suku/adat, LSM, pengusaha, coordinator
lapangan, dan rumah aspirasi saling berkontestasi dalam perebutan sumberdaya

yang tersedia (Tabel 25)

Tabel 25 Pengaruh Pola Relasi Kuasa terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Pada
Sektor Pertanian

Relasi Kuasa Pola Relasi Pengaruh terhadap perencanaan
nasional-daerah
State Authority-Local | Persuasi- 1. Dukungan terhadap perencanaan
Authority Kolaborasi program/kegiatan pembangunan

pertanian di desa
2. Kolaborasi dalam pelaksanaan di

lapangan (pengusulan
program/kegiatan)
State Authoriy- 1. Fasilitasi kebutuhan/keinginan
Compradors Authority kelompok/entitas untuk perencanaan
program/kegiatan bagi petani
State Authoriy-Civil 1. Memberikan  dukungan terhadap
Authority proses perencanaan, meliputi:

pendanaan, pendampingan, proses
evaluasi dan monitoring terhadap
bantuan yang diberikan
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Relasi Kuasa Pola Relasi Pengaruh terhadap perencanaan
nasional-daerah
Local Authority- Civil 1. Memberikan pendampingan,
Authority penyuluhan, pelatihan kepada petani.
2. Bersama-sama melakukan proses
monitoring dan evaluasi
Local Authority- 1. Melakukan pengawasan bersama
Compradors Authority dalam pengalokasian
program/kegiatan
2. Kerjasama dalam mensukseskan
pelaksanaan program/kegiatan yang
diberikan oleh pemerintah

State Authoriy- | Konflik- 1. Perebutan sumberdaya dari

Compradors Authority Perlawanan program/kegiatan yang diberikan,

2. Perebutan wilayah kekuasaan antara
eksekutif-legislatif dan antar legislatif di

daerah.
Local Authority- 1. Munculnya ketidaksesuaian kehendak
Compradors Authority karena preferensi politik yang berbeda.

2. Perlawanan perangkat atau aparat
desa dalam alokasi bantuan

Compradors  Authority- 1. Tidak sinkronnya kebutuhan petani
Civil Authority dengan keinginan pembawa
sumberdaya.

2. Muncul perbedaan preferensi politik
dalam penentuan dukungan

Masing-masing aktor yang terlibat mencoba mengerahkan sumber daya
yang dimiliki untuk diperjuangkan kepentingannya. Interaksi antar kepentingan
tersebut menimbulkan relasi yang sifatnya informal, implikasinya pihak-pihak yang
terlibat akhirnya membuka ruang negosiasi. Negosiasi para aktor tersebut
memunculkan beberapa alternatif pilihan hingga akan mencapai kesepakatan jika
kepentingannya dapat diakomodir. Oleh karena itu, berdasarkan gambar 23
diatas, ada beberapa pola interaksi yang cenderung positif sehingga perlu
dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, yaitu segitiga kuasa antara state
authority, local authority dengan civil authority. Sedangkan pola interaksi yang
perlu ditinjau kembali adalah compradors authority (yang merupakan pusat kuasa
dan kepentingan) dengan state/local/civil authority. Oleh karena itu, peneliti
menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam bagaimana
mengurai dan meletakkan compradors authority dalam segitiga kuasa yang ideal
yang dapat diterapkan dalam proses perencanaan pada sektor pertanian pusat

dan daerah.
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[3] Perubahan Sosial Sebagai Implikasi dari Pembangunan

Konsep perubahan sosial yang dimaksudkan dalam studi ini adalah perubahan-
perubahan pada lembaga masyarakat khususnya pada pemberian bantuan alat
dan mesin pertanian yang bersumber dari dana aspirasi. Jenis perubahan perlu
diketahui agar peran pelopor perubahan (agent of change) dapat di indentifikasi.
Dalam kasus pemberian bantuan ini, peneliti mendefinisikan Pelopor Perubahan
sebagai orang atau sekelompok orang yang dipercayai oleh masyarakat atau
orang yang dipercayai sebagai pemimpin dalam salah satu lembaga atau
organisasi. Pelopor inilah yang mempelopori jalan dari masa lampau ke masa
depan dengan menetapkan kaidah baru atau yang diperbaharui. Selanjutnya, para
anggota masyarakat/petani akan mengikuti berdasarkan otoritas pemimpin yang
diakuinya. Dalam studi ini, pelopor yang dimaksud adalah Komisi IV DPR-RI
dan/atau Koordinator Lapangan/Tenaga Ahli di Lapangangan sebagai
representasi otoritas pembawa sumberdaya untuk membawa perubahan.

Jenis perubahan menurut Soemardjan, Selo (2009) ada dua jenis, yakni
perubahan yang disengaja (intend change) dan perubahan yang tidak disengaja
(unintend change), dalam studi ini, perubahan yang terjadi adalah intend change
dimana rencana perubahan dengan dalih modernisasi menggunakan bantuan alat
dan mesin pertanian untuk menggantikan sistem tradisional (ceblokan) telah

diketahui sebelumnya oleh petani.

6. Dalam proses transformasi sistem tradisional ke modernisasi, terdapat dua
aspek yang berkontestasi, yaitu kontestasi nilai (nilai efisiensi) dan
kontestasi pengetahuan (nilai budaya lokal). Nilai budaya lokal berupa

sistem ceblokan masih dipertahankan oleh petani.

Modernisasi dalam konteks pertanian adalah suatu proses perubahan
dimana petani yang sedang memperbarui dirinya berusaha mendekatkan
karakteristik menjadi petani modern. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh
faktor luar seperti kebijakan bantuan pemerintah dan faktor dalam berupa
ketertinggalan kebudayaan/ cultural lag (Willian F. Ogburn, 1922). Cultural lag
terjadi karena serapan pengetahuan berupa kebiasaan-kebiasaan sosial dan pola-
pola organisasi osial yang tertiggal (lag being) petani dengan kecepan peradaban

tidak sama.
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Cultural lag terjadi manakala unsur-unsur kebudayan tidak berkembang
secara bersamaan, utamanya Kketertingalan dalam pemikiran dibandingkan
dengan pesatnya perkembangan teknologi berupa alat dan mesin pertanian.
Perkembangan teknologi akan lebih cepat di bandingkan dengan budaya,
pemikiran, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma yang menjadi alat untuk
mengatur kehidupan manusia. Perubahan seringkali menghasilkan kejutan sosial
yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku baru, meskipun terjadi

konflik dengan nilai-nilai tradisional.
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William F. Ogburn ,in his famous book , “Social change ” and his work (saling membantu)

Respect to Culture and Original Nature in 1922,

has formulated the hypothesis of ¢ cultural lag «. Kebersamaan [

Gambar 25 Cultural Lag Modernisasi Pertanian
Sumber: Analisis Hasil Lapangan (Peneliti, 2022)

7. Kekuatan perubahan sosial dari entitas internal berupa nilai gotong royong,
kebersamaan, kepastian upah, warisan budaya berimplikasi terhadap

perubahan sosial yang direncanakan

Cultural lag terjadi karena proses sosial (social process) dan perubahan
sosial (social changes) tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibawa
oleh para perencana, padahal fungsi perencanaan menurut Friedmann (1987)
adalah untuk mempengaruhi perubahan dengan arahan pemerintah terhadap
sistem kemasyarakatan melalui arahan sosial (societal guidance).

Proses sosial melihat interaksi yang terjadi antara penceblok (termasuk antar
petani) dengan pemerintah (selaku regulator), masyarakat desa, maupun dengan

legislatif (DPR) dan lembaga swasta, sedangkan perubahan sosial melihat
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pergeseran atau perkembangan-perkembangan yang terjadi akibat interaksi
tersebut. Sedangkan perubahan kultural adalah perubahan yang berkaitan dengan
kebudayaan “ceblokan” masyarakat yang menyangkut sistem nilai. Proses sosial,

perubahan sosial, dan perubahan kultural yang terjadi dalam sistem ceblokan

Pemerintah
(Regulator)

interaksi

Ceblokan
. ta interﬂksf

PROSES SOSIAL

\_— T

~ PERUBAHAN SOSIAL
GO

Legislatif/N

intgraksi Masyarakat Desa

PERUBAHAN KULTURAL
Modernisasi

Non Ceblokan

Gambar 26 Proses Societal Guidance dari Ceblokan ke Modernisasi Pertanian

Soemardjan, Selo (2009) mengungkapkan bahwa perubahan sosial terletak
pada perubahan-perubahan norma dan merupakan inti dari kehidupan
mempertahankan kehidupan berkelompok. Inti dari proses perubahan sosial ini
senada dengan ungkapan Astrid, P Susanto (1985) sebagai berikut:

‘a changing community is not determinded by a aset of unshakable
commands, but is engaged in a permanent search for new norms to express
explicit and final rules but is continuously shaping itself anew.”

Perubahan yang terjadi dalam sistem ceblokan dapat dilihat dari 3 aspek,
pertama adalah kekuatan internal yang ada dalam petani pelaku penceblok, kedua
kekuatan eksternal yang datang dari arus globalisasi, dan ketiga program-program
pembangunan pemerintah dalam bentuk modernisasi alat dan mesin pertanian.

Kekuatan internal dari ceblokan berupa gotong royong, kebersamaan,
kepastian upah, dan mempertahankan warisan budaya merupakan kekuatan statis
yang sering disebut sebagai penghabat perubahan namun sangat menentukan
pola adaptasi dari pengaruh eksternal, baik dari arus globalisasi (kapitalisme
modern) maupun proses modernisasi. Hal ini senada yang diungkapkan oleh AS
(51 tahun), petani asal Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

“Jadi begini pak, kami ini kan petani kecil, ceblokan ini sudah sejak lahir ada, kami
butuh pendapatan lain selain menanam padi, dengan ceblokan kami dapat penghasilan
dari petani lain, kalau kami ada masalah, dibantu juga petani lainya, jadi banyak
manfaatnya.”
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Secara umum, ini adalah proses discontinued yang diakibatkan oleh adanya
resistensi/perlawanan dari pengetahuan tentang kearifan local. Hal ini mendorong
Resources-Organization-Norms pada kelembagaan petani belum efektif. Oleh
karena itu, dalam rangka mengatasi cultural lag yang terjadi dan untuk percepatan
transformasi pertanian modern, Pemerintah perlu melakukan proses
pendisiplinan, dalam Bahasa Foucault (1976) adalah panopticon (atau populernya
pengawasan) terstruktur melalui penyuluh pertanian berupa proses penyadaran
budaya, pemikiran, dan nilai serta dalam proses pengalokasian bantuan
memperhatikan aspek budaya kearifan lokal masyarakat untuk mencapai efisiensi.
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BAB VI KESIMPULAN UMUM

Pola interaksi yang melibatkan multi aktor berimplikasi terhadap proses
penyusunan perencanaan nasional dan daerah yang konsisten. Secara umum
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi rencana dan implementasi
antara nasional dengan daerah, mendeskripsikan dinamika relasi aktor,
mengidentifikasi pengelolaan bantuan pemerintah (delivery dan receiving
mechanism) ada kasus pemberian bantuan alat dan mesin pertanian dalam

keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat konsistensi antar dokumen
perencanaan Kementerian Pertanian dengan Kabupaten Indramayu mencapai
87,68% dan dengan Lampung Selatan 95,81%. Setidaknya terdapat 5 (lima) faktor
utama penyebab inkonsistensi, yaitu kebijakan kepala daerah dan aktor yang
terlibat, force majeure, prioritas pembangunan, distorsi komunikasi, dan dukungan
partai politik politik. faktor force mejoure (dampak Covid-19) dan distorsi
komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah merupakan temuan baru yang
dihasilkan dalam penelitian ini, yang menjadi salah satu faktor utama inkonsistensi
perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian; (2) Kekuatan yang
dimiliki oleh para aktor baik itu regulasi, pendanaan, sumber informasi pada proses
perencanaan nasional dan daerah di sektor pertanian melalui dana aspirasi, tugas
pembantuan, dan dana pusat membuat dinamika relasi aktor berjalan dinamis.
Pada proses pemberian bantuan dari dana aspirasi, kekuatan Anggota Dewan
sangat signifikan dalam penentuan alokasi dan penerima manfaat melalui Ketua
Kelompok Tani yang digunakan untuk mempertahankan kuasa. Pada kasus
pemberian bantuan melalui dana tugas pembantuan, kepentingan kepala daerah
(Bupati/Walikota) yang dititipkan melalui perangkat daerah (Dinas Pertanian
Kabupaten) menjadi dominan dalam pengamanan agenda pembangunan daerah
dan kepentingan mempertahankan/memperluas kekuasaan. Sedangkan pada
kasus pemberian bantuan melalui dana pusat, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian berperan signifikan karena memiliki kekuatan pendanaan
sehingga mampu menentukan lokasi sasaran dan penerima manfaat program; (3)
Lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan bantuan alat dan mesin
pertanian adalah: 1) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian,
2) Tenaga Ahli Komisi DPR-RI Daerah Pemilihan. Lembaga Pemerintah Daerah

meliputi: 1) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, 2) Dinas Pertanian Kabupaten
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Indramayu, 3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Lembaga petani: 1)
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 2) Kelompok Tani, 3) Pengelola UPJA, 4)
Anggota Kelompok Tani. Pada pengelolaan bantuan alat dan mesin pertanian dari
dana pusat, R-O yang di delivery oleh pihak luar (lembaga pemerintah) dan local
community (lembaga petani) sudah cukup efektif, namun N baik lembaga
pemerintah dan lembaga petani belum efektif. Sedangkan bantuan dari dana
aspirasi, R-O lembaga pemerintah cukup efektif hamun N banyak yang tidak
diterapkan, sedangkan pada lembaga petani, baik R-O-N belum efektif dan
cenderung tidak berlaku. Pada pengelolaan bantuan dari dana tugas pembantuan,
R-O-N yang dijalankan oleh lembaga pusat dan lembaga petani berfungsi dengan
efektif. Secara umum, dalam pengelolaan bantuan pemerintah tersebut, terdapat
dua aspek yang berkontestasi, yaitu kontestasi nilai (nilai efisiensi) dan kontestasi
pengetahuan (nilai budaya lokal). Nilai budaya lokal berupa sistem ceblokan masih
dipertahankan oleh petani, terjadi cultural lag sehingga modernisasi yang
dihantarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu menggantikan sistem
tradisional.

Masing-masing aktor dengan pengaruh dan kepentinganya membentuk
relasi kuasa. Hubungan atau relasi kekuasaan tersebut memiliki 4 (empat pola),
yaitu persuasif, konflik, kolaborasi, dan perlawanan yang masing-masing dapat
dianeksasikan kedalam 3 kuasa, yaitu kuasa negara (state authority) yang diwakili
oleh pemerintah pusat (Pres/Wapres/Kemenko, Bappenas, Kementerian
Pertanian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten), kuasa local (local authority)
yang diwakili UPTD, Kepala Desa, dan Kuasa Komprador (compradors authority)
seperti anggota dewan, kelompok agama, kelompok suku/adat, LSM, pengusaha,
koordinator lapangan/ Tenaga Ahli Anggota Dewan, dan kuasa masyarakat petani

(civil society).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimplifikasi bahwa dalam
setiap perencanaan yang dilakukan pasti terdapat 2 (dua) kelompok yaitu
pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa.
Sedemokratis apapun konsep perencanaan yang dibuat, selalu ada bias dalam
membuat formulasi perencanaan dan kebijakan, yang pada akhirnya hasil
perencanaan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari elite-elite yang
berkontestasi. Prinsip dasarnya, karena setiap elite ingin mempertahankan status
quo maka kebijakannya bersifat konservatif, artinya demi tujuan perencanaan

pembangunan para elite sejatinya tidaklah selalu mementingkan kepentingan
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masyarakat (not will to improve). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
perencanaan dalam kasus ini merupakan sebuah arena untuk memperebutkan
capital, baik capital ekonomi, simbolik, sosial, maupun budaya. Habitus anggota
DPR misalnya dipengaruhi oleh cara berfikir membangun pengaruh, oleh
karenanya mereka menggunakan capital ekonomi, simbolik, dan sosial untuk
memperluas pengarus demi mendapakan suara/kekuasaan, sedangkan
pemerintah membawa habitus sebagai birokrat menggunakan capital ekonomi

untuk membawa kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan konsistensi perencanaan nasional dan daerah
pada sektor pertanian, pemerintah pusat dan Dinas yang menangani sektor
pertanian daerah harus berkolaborasi dengan membuat skala prioritas
perencanaan pembangunan berbasis elektronik dan penguatan kapasitas kepada
perencana daerah, semua stakeholder harus merumuskan sistem perencanaan
yang komprehensif dengan mengacu pada tujuan pembangunan pertanian dan
mampu mengakomodir kepentingan para aktor/stakeholder terkait agar esensi
perencanaan menjadi lebih tepat sasaran dan tujuan peningkatan kesejahteraan
dapat lebih tercapai, serta perbaikan model perencanaan dan pengelolaan

bantuan secara tepat.

Penelitian ini juga terbatas pada wilayah dengan karakteristik aktor yang
cukup homogen (1-2 partai politik), oleh karena itu kedepan perlu penelitian
lanjutan terkait relasi aktor pada perencanaan nasional dan daerah pada daerah

dengan multi aktor politik.
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